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Tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa ketentuan
unsur-unsur yang melekat padanya yaitu unsur umum pencurian dan
beberapa unsur tambahan. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana
pencurian dengan pemberatan, bagaimana pertanggungjawaban pelaku
tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor
899/Pid.B/2024/PN Dps, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim
dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak
pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor
899/Pid.B/2024/PN Dps.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
mengumpulkan data sekunder seperti peraturan perundangan-undangan
serta bahan kepustakaan. Kemudian sumber data yang digunakan adalah
sumber data dengan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui
wawancara dan kepustakaan.

Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan
hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363
KUHP dan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP.
Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak
pidana disesuaikan dengan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan
tersebut. Pemeriksaan unsur-unsur suatu tindak pidana dilakukan guna
untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu tindak
pidana tersebut. Pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan
pembuktian dan fakta-fakta yang muncul dalam pemeriksaan sidang.
Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim bertujuan untuk memberikan
putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
bagi para pihak yang berperkara. Seharusnya hakim mempertimbangkan
segala hal yang muncul dalam persidangan seperti waktu dan tempat tindak
pidana dilakukan, sebab beberapa ketentuan pasal menerapkan bahwa
waktu dan tempat terjadi tindak pidana merupakan bagian dari unsur tindak
pidana yang dapat memperberat suatu hukuman pidana.

Putusan hakim dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP.
Penentuan putusan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian
dan fakta-fakta persidangan yang ditemukan. Namun, putusan hakim dapat
dikatakan belum tepat, sebab ada beberapa fakta persidangan yang tidak
digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk memberikan putusan.
Sehingga menurut penulis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi atas perbuatannya.
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